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KEPUTUSAN
KEPAL,II DINAS PEI{ANAMAIT MODAL

DAN PEI,AYAIIAI{ TERPADU SATU PINTU I(ABUPATEI{ UAI.ANG
iloMoR : 188.4/ to lK3,Pl3,5.O7.t22l 2o2O

TEITTAN(i
UI{IT PENGEIYDALIAN GRATIFIKASI

PADA DINAS PENAITAIIIAN MODAL DAIT PELIIYANAIT TERPADU
AATU PINTU I(ABUPATETT MALAI{G

KTPALA DII|AS PEIfAITAUAIT UODAL DAIT PELITYAIIAI| TERPADU
SATI' PINTU KABUPATEN UALI\I|G,

Menimbang a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Negara yang

bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme perlu
ditingkatkan upaya pengawasan institusi di lingkungan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu

Pintu Kabupaten Malang;
b. bahwa untuk meningkatkan Pengawasan di lingkungan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Malang terutama terhadap Aparatur
Sipil Negara atas masalah gratifrkasi perlu dilakukan
pengendalian agar bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme;
c. bahwa sehubungan dengan konsideran sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan

Unit Pengendalian Gratifikasi pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Malang dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 ter:tatg Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2OO8 tentang

Sistem Pengendalian Pemerintah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O tentang
Disiplin Pegawai Negeri SiPil;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Kompsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
melayani di lingkungan instansi pemerintah;

6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2

Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan
Status Gratifikasi; dan

7. Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2O16 tentang
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAI{:

Unit Pengendalian Gratilikasi di Lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Malang dengan susr.lnan keanggotaan terlampir
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
la.mpiran I Keputusan ini;

Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU adalah:
a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan

kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung
penerapan pengendalian gratifrkasi;

b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan
laporan penerimaan dan penolakan gratiftkasi dari
Aparatur Sipil Negara;

c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada
Inspektorat Kabupaten Malang;

d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara
periodik kepada Inspektorat Kabupaten Malang;

e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi
dan usulan kebijakan pengenddian gratifikasi dan
usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada
Pimpinan Instansi;

f. melakukan sosialisasi aturan gratifrkasi kepada pihak
internal dan eksternal instansi;

g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang
menjadi kewenangan instansi;dan

h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan
pemberian gratilikasi.
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KE.TIGA

KEEMPAT

KELIMA

Salinan Keputusan ini disampaikan k
Yth. 1. Bpk. Bupati Malang;

Kewajiban Unit Pengendalian Gratifikasi dalam
melalsanakan tugas adalah sebagai berikut:
a. melakukan pemilihan dan menyampaikan laporan

hasil pemilihan atas laporan penerimaan dan
penolakan gratifikasi kepada Inspektorat Kabupaten
Malang;

b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan
tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian
gratifikasi kepada Bupati melalui Inspektorat secara
periodik;

c. merahasiakan identitas pelapor gratilikasi;dan
d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan

Inspektorat dalam pelaksanaan pengendalian
gratifikasi.

Mekanisme Pelaporan dan Penetapan Status Gratilikasi
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Keputusan Kepala dinas ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kepanjen
pada tanggal : 2 Januari 202O

XT,PAI,A DII{As PEITAITATAIT UODAL DAIf
TERPADU SATU PIT{TU

G,

HUTAGALUI{G

2. Sdr. Inspektur Kabupaten
3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang.

TIRPAD{ P0{ru

P€T'UINl
iloorl oA,t PfLAYlJtlri
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG
NOMOR i 188.4/ lO lt<E.P/3s.o7.t2212o2o
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PEI,AYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MALANG

SUST'ITAIT I{EAI{GICPTAAIT I'MT PEIYGEITDALIAI| GRATIFII(AST
DINAS PENAITAUAI| UODAL DAIT PELIIYAITAIT TERPAI'U SATU PIITTU

XABT'PATEI{ UALIII{G

KEPALI\ DIITAS PEITA.IIAITIAN MODAL
D AN TERPADU SATU PINTU

G,

HUTAGALUNG

TEN

No JABATAN DALIIil XEDII{ASAN

1

2

3

4

Penanggung Jawab

Ketua

Sekretaris

Anggota

'{iAS

lr00ll oal P€uYliAN
IERPTOU
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JABATAN DALAJU TIM

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Malang

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Malang

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan

1. Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi
Penanaman Motlal;

2. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal;

3. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Pembangunan dan Kemasyarakatan;

4. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Perekonomian dan Sosial Budaya;

5. Kepala Seksi Perhitungan Penetapan
Perekonomian dan Sosial Budaya;

6. Kepala Seksi Perhitungan Penetapan
Pembangunan dan Kemasyarakatan;
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PEI.AYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAI"ANG
NoMOR i 188.41 lO lI<EPl35.O7.l22l2o2o
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MALANG

UEKAITISUE PELIIFORAI| DAIT PEI|ETAPAIT STATUS GRATIFIKASI

PAI'A DIITAS PEI{ATAUAIf UODAL I'AIT PELAYAI|AI| TERPAI)U

SATU PII{TU KABT'PATEIT IALIII|G

KBTERANGAN GAMBAR:

Pegawai negeri / penyelenggara negara melaporkan penerimaan gratifikast

kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifrkasi (UPG) pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

sebelum 7 lnai kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima oleh

penerima gratifikasi dengan mengisi formulir secara lengkap.

Formulir Pelaporan Gratifikasi dapat diserahkan secara langsung, atau

melalui email, fax, surat, dan web online sekurang-kurangnya memuat:

a) nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratilikasi;

b) jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

c) tempat dan waktu penerimaan gratifrkasi;

d) uraian jenis gratifikasi yang diterima;dan

e) nilai gratifrkasi yang diterima.
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3. Unit Pengendalian Gratilikasi (UPG) atau Tim / Satuan Tugas yang

ditunjuk wajib meneruskan laporan gratifikasi kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari

kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh Unit Pengendalian Gratifikasi

atau Tim/ Satuan T\rgas;

4. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan status penerimaan gratifikasi

dafam jangka waktu 3O (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak laporan

gratifikasi diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara lengkap.

5. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan laporan

gratifrkasi yang meliputi:

a. verifikasi atas kelengkapan laporan gratifikasi;

b. permintaan data dan keterangan kepada pihak terkait;

c. analisis atas penerimaan gratifftasi; dan

d. penetapan status kepemilikan gratiftkasi'

6. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan gratifrkasi menjadi

milik Penerima gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan

Surat Keputusan Penetapan Gratilikasi kepada Penerima gratilikasi paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan, yang dapat

disampaikan melalui sarana elelrtronik atau non-elektronik.

7. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan gratifrkasi menjadi

milik negara, Penerima gratifikasi menyerahkan gratifrkasi yang

diterimanya pating lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal

difstapkan.

8. Penyerahan gratinkasi sebagaimana dimaksud pada point (7) dilakukan

dengan cara sebagai berikut:

a. apabila gratifikasi dalam bentuk uang maka Penerima gratifrkasi

menyetorkan kepada:

1) rekening kas negara yang untuk selanjutnya menyampaikan bukti

penyetoran kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; atau

2) rekening Komisi Pemberantasan Korupsi yang untuk selanjutnya

Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyetorkannya ke rekening

kas negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada Penerima

gratilikasi;

b. apabila gratilikasi dalam bentuk barang maka Penerima gratifikasi

menyerahkan kePada:
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1) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor

Wilayah / Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di

tempat barang berada dan menyampaikan bukti penyerahan

barang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; atau

2) Komisi Pemberantasan Korupsi yang untuk selanjutnya

diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan

menyampaikan bukti penyerahan barang kepada Penerima

gratilikasi.

IITPAL/T DII{AS PEITAI{AUAIT UODAL DAIT
TERPADU SATU PINTU

MALANG

HUTAGALUNG

pll{TtJ

.)llrNPEIIIAIAX
[00[ DAN PTIIYAflTX
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